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Abstract  

Digital Dangin Puri Kangin Village has implemented the SIPADU application as digital 

innovation to improve public service delivery. Despite its potential, the adoption process faces 
several challenges, including limited utilization, insufficient socialization, and the need for 

further feature development. This study aims to analyze how the adoption of SIPADU 

contributes to effective and efficient public services. Using a descriptive qualitative approach, 
data were collected through interviews with village officials and service users. The result show 

that SIPADU meets key innovation characteristics, such as relative advantage, compatibility 

with community needs and ease of use. The diffusion process is supported by both 
interpersonal communication and digital media, enhancing public awareness. However, the 

adoption has not yet reached full implementation, as many residents still prefer direct, face-

to-face services. Overall, the study highlights that digital innovation at the village level is 

influenced by technological readiness, institutional support, and existing social practices. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi global yang pesat turut memberikan pengaruh signifikan 

terhadap Indonesia dan menghadirkan kemudahan dalam berbagai aktivitas khususnya 

pada pembagunan desa (Segara et al., 2025). Kemajuan teknologi informasi telah 

mengubah paradigma pembangunan desa-desa di Indonesia. Pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam implementasi tata kelola pemerintahan 

berbasis digital dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa (Wahyudin et al., 2025). 

Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah administratif dengan aktivitas ekonomi yang 

bersifat tradisional, melainkan sebagai ruang strategis yang memiliki potensi untuk 

berkembang menjadi pusat inovasi berbasis digital. Pemerintah desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan 

inovasi berbasis digital. 

Inovasi menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan teknologi dan 

peningkatan produktivitas dalam berbagai sektor pembangunan (Karlinah et al., 2025). 

Oleh karena itu, penerapan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan administrasi 

desa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik 

sekaligus mendukung transformasi digital di tingkat desa. Menurut Nursumaryanti, 

(2023) menyatakan bahwa pemerintah wajib menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi 

pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). 

Fungsi pokok dari ketiga fungsi tersebut adalah fungsi pelayanan, dikarenakan pelayanan 

publik tidak dapat dipisahkan dari segala rangkaian kegiatan pemerintahan.  Sebagaimana 
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yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Suprianto, 2023). 

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan para pembuat kebijakan perlu 

memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menerapkan digitalisasi dalam berbagai 

kebijakan guna meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik serta mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (Sellfia et al., 2021). Pelayanan publik oleh pemerintah 

atau biasa yang disebut dengan electronic-government (e-government) merupakan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan 

pelayanan publik, memperluas akses informasi, serta memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan masyarakat. Sejak disahkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 

Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan sistem elektronik (e-government), seluruh 

instansi pemerintahan termasuk pemerintah desa menerapkan inovasi berbasis digital. 

Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara merupakan salah satu desa yang 

telah menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Desa Dangin 

Puri Kangin merancang program pelayanan publik berbasis digital melalui sebuah 

aplikasi yang diberi nama SIPADU atau Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa 

Terpadu. Sistem ini diterapkan sebagai implementasi dari smart village yang diharapkan 

dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi di desa 

(danginpurikangin.denpasarkota.go.id, 2022). Penerapan aplikasi SIPADU di Desa 

Dangin Puri Kangin belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun aplikasi ini dirancang 

untuk meningkatkan efisiensi aksesibilitas layanan, dalam praktiknya masih terdapat 

sejumlah kendala yang menunjukkan kesenjangan antara tujuan inovasi dengan realitas 

implementasinya. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi 

mencerminkan tantangan dalam proses difusi inovasi pada tingkat lokal. 

Adapun permasalahan utama terletak pada rendahnya partisipasti masyarakat dalam 

memanfaatkan aplikasi SIPADU, kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi belum 

sepenuhnya diterima oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut diperkuat 

dengan realita yang terjadi dalam implementasi SIPADU bahwa penggunaan aplikasi ini 

belum diwajibkan secara menyeluruh sehingga masyarakat masih cenderung 

menggunakan layanan konvensional. Situasi ini mengindikasikan bahwa dalam proses 

adopsi inovasi masih belum merata. Selain itu, adanya keterbatasan sosialisasi menjadi 

faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan aplikasi sehingga menyebabkan 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat, cara penggunaan dan keunggulan 

dari SIPADU. Kondisi ini berkaita dengan rendahnya tingkat observalibity dan 

trialability yang seharusnya mendorong percepatan adopsi. Permasalahan lainnya yaitu 

dari sisi internal pemerintah desa, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi 

informasi. Kurangnya tenaga IT akan berdampak pada proses pengelolaaan dan 

pengembangan aplikasi, hal ini juga turut berkontribusi pada kinerja aplikasi yang masih 

kurang maksimal dari segi teknis. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kapasitas 

kelembagaan belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan inovasi digital yang 

berkelanjutan (Widanti, 2024). 

Secara menyeluruh hal tersebut, mengindikasikan bahwa keberhasilan inovasi digital 

di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kesediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga 

oleh proses penyebaran dan penerimaan inovasi dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana proses difusi inovasi dalam 

implementasi aplikasi SIPADU. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi proses 

implementasi SIPADU, tetapi menelaah proses penyebaran inovasi dengan menggunakan 

teori difusi inovasi menurut Everett M. Rogers yang berfokus pada empat elemen utama, 
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yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial (Dewi et al., 2023). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini fokus pada difusi inovasi aplikasi 

SIPADU dalam layanan administrasi berbasis digital di Desa Dangin Puri Kangin, 

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. 

 

Kajian Pustaka 
Pelayanan Publik 

Secara etimologis, pelayanan publik mencakup dua kata yakni pertama, pelayanan artinya 

usaha yang dilakukan untuk melayani kebutuhan orang lain lalu kedua, publik artinya 

orang banyak (masyarakat) atau umum. Definisi pelayanan publik menurut Denhardt dan 

Denhardt dalam Niswah dan Efendi, (2024) yaitu pelayanan publik adalah aktivitas yang 

dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam memberikan layanan kepada individu 

maupun kelompok masyarakat, yang pembiayaannya sebagian bersumber dari APBN 

atau APBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa 

kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan sebuah pelayanan publik 

tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah saja namun juga melibatkan 

pihak swasta.  

Pelayanan merupakan adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi 

publik atau instansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

barang dan jasa. Pelayanan tersebut diselenggarakan berdasarkan standar serta peraturan 

yang telah ditetapkan (Laia et al., 2022). Oleh karena itu kegiatan pelayanan pada 

hakikatnya berkaitan dengan pemenuhan hak yang melekat pada setiap individu maupun 

kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hidayatullah (2024), pada dasarnya 

produk utama dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat, baik dalam bentuk layanan sipil maupun 

layanan publik.  

Dalam upaya melakukan pelayanana publik, pemerintah dituntut untuk dapat menjaga 

kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu tolok ukur utama 

dalam menilai kinerja pemerintahan, sehingga penerapan teknologi informasi dipandang 

sebagai strategi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Adapun berikut ini 

asas pelayanan yang digunakan untuk menjaga kualitas layanan publik Sidik dan Wardani 

(2022): (1) transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan dan disajikan dengan jelas; (2) akuntabilitas 

merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku; (3) kondisional merupakan pelayanan diselenggarakan 

dengan menyesuaikan kondisi serta kemampuan baik dari pemberi maupun penerima 

laynaan, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi; (4) partisipatif 

merupakan doroangan terhadap keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; (5) 

kesamaan hak mengandung makna bahra pelayanan diberikan tanpa diskriminasi; serta 

(6) keseimbangan hak dan kewajiban menekankan bahwa pemberi maupun penerima 

layanan harus menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional. 

 

Teori Difusi Inovasi 

Teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Everett M. Rogers menjelaskan proses 

pengambilan keputusan terhadap suatu inovasi. Melalui bukunya Diffusion of Innovation 

(1983), Rogers mengemukakan konsep mengenai bagaimana sebuah inovasi disebarkan 

serta beberapa cepat suatu sistem sosial dapat menerima ide-ide baru yang ditawarkan 

oleh inovasi tersebut. Difusi inovasi dipahami sebagai proses penyampaian atau 

komunikasi suatu inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu diantara 
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anggota suatu sistem sosial. Dimensi yang digunakan dalam mengukur difusi inovasi 

yaitu sebagai berikut (Widaswara, 2022): 

 

Inovasi 

Inovasi merupakan suatu ide, prosedur, atau objek yang dipersepsikan sebagai suatu yang 

baru oleh individu atau pihak yang mengadosinya.  

 

Saluran Komunikasi 

Saluran komunikasi memiliki peranan penting dalam proses difusi inovasi. Menurut 

Everett M Rogers, saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu media massa dan komunikasi interpersonal. Begitu juga pada inovasi 

pelayanan tingkat desa, saluran komunikasi menjadi faktor penting dalam 

memperkenalkan dan menyosialisasikan sistem digital kepada masyarakat agar inovasi 

terseut dapat diterima dan dimanfaatkan dengan optimal (Meijustika et al., 2025).  

 

Jangka Waktu 

Jangka waktu digunakan untuk mengukur berapa lama suatu aplikasi bisa diadopsi dalam 

masyarakat. Setiap individu memiliki waktu tertentu untuk memutuskan apakah akan 

menerima atau menolak suatu inovasi (Saidah et al., 2022). 

 

Sistem Sosial 

Dalam suatu sistem sosial, penyebaran inovasi dilakukan melalui saluran komunikasi 

tertentu yang berlangsung secara bertahap dari waktu ke waktu melalui pesan-pesan 

komunikasi (Widaswara, 2022) 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses 

penyebaran inovasi pelayanan publik berbasis digital. Penelitian deskriptif merupakan 

jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran secara menyeluruh mengenai suatu 

setting sosial atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi dan mengklarifikasi 

kejadian sosial melalui pemaparan variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah atau 

unit yang diteliti (Anisah et al., 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan 

mendeskripsikan fenomena sosial, serta makna yang dibangun oleh individu atau 

kelompok terhadap suatu masalah, khususnya dalam hal pelayanan publik berbasis 

digital. 

Penelitian ini berlokasi di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota 

Denpasar, Provinsi Bali. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer 

melalui wawancara dengan Kepala Desa Dangin Puri Kangin, Staff IT Desa Dangin Puri 

Kangin dan masyarakat pengguna layanan SIPADU. Data sekunder melalui dokumen 

resmi, jurnal, buku, artikel, website, serta catatan penting yang berkaitan dengan topik 

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti 

melakukan tinjauan kembali terhadap hasil rekaman wawancara untuk memahami isi 

transktip secara mendalam dan memastikan kesesuaikan dengan tujuan penelitian 

mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa Terpadu (SIPADU). 

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis yang dikemukakann oleh 

Ulrika H. Graneheim dan Berit Lundman dalam Makhdum (2024) yaitu dengan membaca 

seluruh transkrip secara berulang untuk memahami proses difusi inovasi SIPADU dalam 

pelayanan administrasi desa. 

Metode penelitian kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap fenomena sosial. 

Penelitian ini berfokus pada unsur manusia, objek dan institusi serta hubungan yang 
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terjadi diantara unsur-unsur tersebut. Pada tahap analisis data, peneliti menggunakan 

teknik analisis deskriptif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang dikumpulkan melalui berbagai 

teknik tersebut kemudian diringkas, dikelompokkan, dan difokuskan pada aspek-aspek 

penting dalam mendukung pemahaman tentang proses penyebaran aplikasi SIPADU. 

 

Hasil 
Aplikasi SIPADU (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa Terpadu) dapat 

diakses secara gratis oleh masyarakat yang berdomisili di Desa Dangin Puri Kangin 

dengan melakukan login menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tanggal 

lahir melalui smartphone android yang memiliki akses internet. Tampilan aplikasi 

SIPADU bisa dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1.  

Tampilan Aplikasi SIPADU 

Sumber:https://www.danginpurikangin.denpasarkota.go.id/berita/aplikasi-pelayan-

sipadu-desa-dangin-puri-kangin 

 

Aplikasi ini memiliki 8 (delapan) fitur yang dapat diakses, yakni (1) fitur layanan surat 

yang memberikan akses kepada masyarakat tanpa perlu melakukan pelayanan secara 

tatap muka; (2) fitur BUMDES berupa pengenalan dan pemasaran produk-produk badan 

usaha milik desa; (3) fitur Galeri Kegiatan Desa yang berisi sekumpulan dokumentasi 

kegiatan desa, (4) fitur peta sosial yang berisi informasi terkait lokasi-lokasi strategis di 

Desa Dangin Puri Kangin; (5) fitur pengaduan berbentuk platform sebagai wadah 

pengaduan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan desa; (6) fitur 

keuangan yang berisikan informasi mengenai anggaran desa secara terbuka; (7) produk 

hukum berupa informasi terkait segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa; 

serta (8) fitur berita yang berisikan informasi tentang kegiatan terkini dan berita seputar 

Desa Dangin Puri Kangin (Prameswari et al., 2025). 

Program aplikasi pelayanan ini direalisasikan sejak tahun 2022 yang dicetuskan oleh 

perbekel Desa Dangin Puri Kangin melalui Keputusan Perbekel Nomor: 

145/134/XII/2021 tentang Standard Operational Procedure di Lingkungan Pemerintah 

Desa Dangin Puri Kangin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

memberikan pelayanan administrasi masyarakat yang saat ini jumlahnya mencapai 800 

orang mayoritas masyarakatnya bekerja. Inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi 

SIPADU ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah desa berupaya untuk menunjang 

terwujudnya digitalisasi desa yang nantinya diharapkan mampu mendorong pihak desa 

dalam menciptakan konsep desa pintar atau Smart Village (Prameswari et al., 2025). 
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Penerapan SIPADU dari Perspektif Difusi Inovasi 

Pada penelitian terdahulu, menganalisis tentang kualitas pelayanan publik aplikasi 

SIPADU dalam mewujudkan smart village di Desa Dangin Puri Kangin. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan kurangnya antusias masyarakat dalam 

penggunaan aplikasi SIPADU ini dilihat dari pengguna aplikasi tercatat hanya kurang 

lebih 50 orang yang mengunduh aplikasi tersebut (Prameswari et al., 2025). 

Sehingga peneliti mengambil celah untuk menganalisis lebih dalam bagaimana 

penyebaran informasi penerapan SIPADU di masyarakat Desa Dangin Puri Kangin 

dengan menggunakan teori difusi inovasi, adapun hasil penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

 

Inovasi 

Untuk menentukan apakah suatu gagasan dapat dikategorikan sebagai inovasi terdapat 

beberapa indikator yaitu: 

 

Keunggulan Relatif (Relative Advantage) 

Gagasan aplikasi SIPADU muncul sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 yang 

membatasi interaksi tatap muka. Selain itu, gagasan ini berperan untuk menjaga kualitas 

pelayanan di masa pandemi dengan mengikuti imbauan pemerintah yang membatasi 

pertemuan tatap muka secara langsung (Kartika, 2022). SIPADU memiliki keunggulan 

karena memungkinkan masyarakat melakukan berbagai layanan publik dan pelaporan 

daring sehingga proses pelayananan menjadi lebih efisien, cepat dan responsif karena 

laporan masyarakat dapat langsung dipantau. Hal ini menunjukkan adanya nilai tambah 

dibandingkan sistem konvensional. 

 

Kesesuaian (Compatibility) 

Compatibility merupakan tingkat kesesuaian suatu inovasi yang dipandang logis dan 

selaras dengan nilai, pengalaman, serta pandangan individu sebelumnya (Kartika, 2022). 

Pengembangan Aplikasi SIPADU disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat 

desa khususnya pada saat pandemi. Inovasi ini juga selaras dengan kebutuhan internal 

pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

 

Kompleksitas (Complexity) 

Kompleksitas muncul seiring dengan perkembangan inovasi yang terus berlangsung. 

Semakin banyak unsur dan proses yang terlibat dalam suatu sistem, maka tingkat 

kerumitan dalam pengelolaannya juga akan semakin tinggi (Utama, 2023). Berdasarkan 

hasil wawancara, SIPADU dinilai relatif mudah dipahami dan digunakan oleh aparatur 

desa. Fitur-fitur SIPADU juga dirancang secara jelas dan sederhana sehingga 

memudahkan aparat desa dan masyarakat untuk menggunakannya. 

 

Diuji Coba (Trialability) 

Trialability merujuk pada sejauhmana suatu inovasi dapat diuji coba terlebih dahulu, 

terutama dalam skala terbatas sebelum diterapkan secara lebih luas (Hanif & 

Kusumastuti, 2024). Sebelum dilakukan peluncuran aplikasi secara resmi, masyarakat 

diberikan kesempatan untuk mengenal dan mencoba aplikasi SIPADU melalui kegiatan 

sosialisasi. Tingkat uji coba cukup baik dikarenakan masyarakat tidak langsung 

mewajibkan penggunaan aplikasi, namun diberikan dulu fase pengenalan kepada 

masyarakat. 
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Diamati (Observability) 

Observability merujuk pada sejauhmana penerapan suatu inovasi dapat terlihat atau 

diamati oleh pihak lain (Handrian, 2025). Pemerintah desa dapat melihat laporan yang 

masuk secara langsung dan menindaklanjuti dengan cepat. Proses sosialisasi yang terbuka 

juga membuat keberadaan dan manfaat SIPADU dapat diketahui secara luas oleh 

masyarakat desa. 

Maka dapat disimpulkan dari kelima aspek tersebut, SIPADU merupakan inovasi 

pelayanan publik berbasis digital yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi dan 

responsivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. 

 

Saluran Komunikasi  

Komunikasi merupakan proses interaksi yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan 

pesan atau informasi kepada individu lain yang berperan sebagai penerima pesan 

(komunikan) (Malik et al., 2022). Suatu inovasi dapat diadopsi apabila inovasi tersebut 

dikomunikasikan atau disampaikan kepada pihak yang menjadi sasaran. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Staff IT Desa Dangin Puri Kangin, sosialisasi penggunaan 

aplikasi SIPADU ini sudah dilakukan. Pertama kali disosialisasikan melalui kepala 

lingkungan di masing-masing dusun, lalu pada rapat desa. Selain itu, Pemerintah Desa 

juga telah membuat video tutorial penggunaan SIPADU yang diupload pada youtube 

Desa dan bisa diakses kapan pun oleh masyarakat. Media sosial lainnya seperti instagram 

juga telah diupayakan oleh Pemerintah Desa. Sosialisasi juga telah rutin dilakukan. 

Evaluasi terhadap aplikasi SIPADU juga telah dilakukan, namun kondisi penggunaan 

aplikasi ini mengalami penurunan hal ini dikarenakan layanan digital berbasis aplikasi 

cukup sulit untuk diadopsi di Desa Dangin Puri Kangin. Dari berbagai upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah desa, website desa dinilai sebagai media yang paling efektif 

dalam menjangkau masyarakat mudah diakses tanpa perlu mengunduh aplikasi. 

 

Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan indikator penting dalam difusi inovasi. Dimensi jangka waktu 

diukur melalui: 

 

Proses Pengambilan Keputusan Terhadap Suatu Inovasi 

SIPADU dirancang pada tahun 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat 

untuk mendapatkan layanan berbasis digital. Kemudian SIPADU resmi diluncurkan pada 

tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya jeda waktu untuk mematangkan aplikasi 

SIPADU sebelum diperkenalkan ke seluruh masyarakat. 

 

Cepat atau Lambatnya Masyarakat Desa Mengadopsi Aplikasi 

Sejak diluncurkan SIPADU hingga saat ini, penggunaan aplikasi ini belum menunjukkan 

peningkatan signifikan dan cenderung stabil. Masih banyak masyarakat yang lebih 

memilih untuk melakukan pelayanan secara langsung ke kantor desa. Ini menunjukkan 

bahwa laju adopsi berjalan relatif lambat dan belum mencapai tahap mayoritas 

penggunaan yang stabil. 

 

Sistem Sosial 

Keberadaan Desa Dangin Puri Kangin yang posisinya di pusat kota, menjadikan 

pemerintah desa dan masyarakat harus beradaptasi dengan digitalisasi. Semua masyarakat 

desa bisa menerima SIPADU dengan cepat, namun beberapa kelompok masyarakat 

seperti yang tergolong orang tua sulit untuk menggunakan layanan digital. Jika dilihat 

dari kondisi pendidikan masyarakat Desa Dangin Puri Kangin, jumlah masyarakat yang 

pendidikannya SMA, S-1, S-2 dan S-3 berjumlah 4.276 orang. Dengan kondisi 
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pendidikan seperti ini, aplikasi SIPADU bisa dengan mudah diadopsi oleh masyarakat. 

Budaya masyarakat yang melakukan layanan secara langsung (tatap muka) menjadikan 

aplikasi SIPADU belum menunjukkan peningkatan penggunaan yang signifikan. Selain 

itu jarak antara pemukiman masyarakat desa dengan Kantor Desa juga cukup dekat 

sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan layanan administrasi secara 

langsung. 

Adapun kendala dalam adopsi aplikasi SIPADU ini yaitu aplikasi ini hanya bisa 

diakses oleh masyarakat Desa Dangin Puri Kangin. Aplikasi ini belum terbuka untuk 

masyarakat umum diluar Desa Dangin Puri Kangin. Berdasarkan hasil penelitian, hanya 

masyarakat yang memang memiliki kepentingan tertentu yang mengdownload aplikasi 

SIPADU namun setelah kepentingan tersebut selesai, masyarakat cenderung menghapus 

aplikasi SIPADU. Namun, jika layanan berbasis website dirasa lebih mudah diadopsi 

masyarakat karena masyarakat tidak perlu untuk mendownload aplikasi. 

 

Diskusi 
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di 

tingkat pemerintahan desa tidak hanya didukung oleh adanya aplikasi semata, tetapi yang 

lebih penting yaitu bagaimana proses penyebaran informasi pelayanan berbasis digital 

dan penerimaan masyarakat terhadap suatu inovasi baru.  Proses difusi inovasi aplikasi 

SIPADU di Desa Dangin Puri Kangin dianalisis dengan menggunakan teori difusi inovasi 

dari Everett M. Rogers yang meliputi empat indikator utama yakni inovasi, saluran 

komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Inovasi 

Aplikasi SIPADU dirancang sebagai respon dari adanya pandemi Covid-19, adanya 

peraturan terkait pembatasan pertemuan tatap muka oleh pemerintah pusat, sehingga 

Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin mengupayakan pelayanan digital untuk 

masyarakatnya. Layanan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat, dimana 

dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai layanan seperti fitur layanan surat, fitur 

BUMDES, fitur galeri kegiatan desa, fitur peta sosial, fitur pengaduan, fitur keuangan, 

fitur produk hukum dan fitur berita. Masyarakat dapat melakukan layanan publik berbasis 

digital mulai dari layanan administrasi umum hingga melakukan pengaduan tanpa harus 

hadir langsung ke kantor desa. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan dan pemerintah desa pun dapat meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik.  

Proses penyebaran inovasi ini melalui tahapan uji coba pengembangan, jadi dilakukan 

beberapa pertemuan dengan masyarakat desa untuk memperkenalkan aplikasi SIPADU, 

selanjutnya masyarakat diminta untuk menggunakan layanan yang tersedia di aplikasi 

tersebut. Setelah diuji coba, akan ada masa observasi untuk melihat kelayakan fitur-fitur 

yang telah tersedia di aplikasi tersebut serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, pada tahapan ini juga diperhatikan bagaimana kemudahan penggunakan 

aplikasi tersebut, dikarenakan masyarakat desa yang heterogen, dari berbagai usia, 

pekerjaan, maupun tingkat pendidikan yang beragam agar dapat memberikan pelayanan 

berbasis digital yang inklusif.  

Keunggulan relatif menggambarkan tingkat sejauhmana suatu inovasi dinilai mampu 

memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara atau metode yang telah 

digunakan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan dalam Naidzira et al. (2025), Rogers 

(2003) menjelaskan bahwa inovasi dipandang unggul apabila mampu memberikan 

peningkatan berupa efisensi, kemudahan pengguna, maupun nilai tambah yang dirasakan 

secara nyata oleh pera penggunanya. Dalam konteks ini, aplikasi SIPADU telah 

memberikan nilai tambah dalam proses pelayanan administrasi hal ini diperkuat dengan 
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hasil penelitian dari Putu et al. (2025) menyebutkan bahwa fitur-fitur yang tersedia dalam 

aplikasi SIPADU memberikan manfaat kepada masyarakat seperti mengurangi 

ketergantungan pada proses konvensional, sehingga masyarakat dapat mengakses 

layanan, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh dan menyebarkan informasi 

darimana saja. 

 

Saluran Komunikasi 

Dalam proses penyebaran inovasi baru di desa, hal yang penting dilakukan adalah cara 

mengkomunikasikan atau menginformasikan tentang inovasi tersebut. Aplikasi SIPADU 

di Desa Dangin Puri Kangin setelah melalui tahap uji coba dan observasi, kemudian 

diluncurkan secara resmi tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar 

aplikasi ini dapat digunakan dengan baik yaitu sosialisasi. Sosialisasi awal dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin dengan masing-masing kepala lingkungan (kepala 

dusun) melalui rapat desa. Selain itu, Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin juga 

memanfaatkan media sosial seperti youtube dengan membuat video tutorial penggunaan 

Aplikasi SIPADU, juga menggunakan media lain seperti instagram dan website agar 

masyarakat lebih mengetahui keberadaan aplikasi SIPADU.  

Sebuah adopsi inovasi dapat dikatakan berhasil jika saluran komunikasi dalam proses 

penyebaran informasi inovasi berjalan dengan maksimal. Dikutip dari Almariski dan 

Yazid  (2024) menyebutkan bahwa saluran komunikasi dalam adopsi inovasi terdapat dua 

saluran komunikasi yaitu media massa digunakan untuk menjangkau khalayak luas secara 

cepat dan efisien, sedangkan saluran interpersonal lebih tepat untuk mempengaruhi 

perubahan sikap dan perilaku secara personal. Dalam adopsi aplikasi SIPADU, telah 

memanfaatkan berbagai media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait penggunaan aplikasi SIPADU, namun, pengguna aplikasi masih belum optimal 

hal ini dikarenakan belum adanya kewajiban penggunaan SIPADU untuk seluruh 

masyarakat Desa Dangin Puri Kangin (Putu et al., 2025). Maka dari itu dibutuhkan 

komunikasi interpersonal kepada masyarakat untuk mewajibkan masyarakat 

menggunakan layanan aplikasi SIPADU. 

 

Jangka Waktu 

Jangka waktu menjadikan sebuah tolok ukur dalam penyebaran inovasi SIPADU untuk 

mengetahui berapa lama proses penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Almariski dan Yazid (2024), Rogers (2003) 

menjelaskan bahwa setiap inovasi memerlukan watu sebelum dapat diterima sepenuhnya 

oleh masyarakat, karena proses penerimaannya tidak berlangsung secara instan, 

melainkan melalui tahap pertimbangan terhadap relevansi dan keberlanjutan.  

Dalam konteks adopsi aplikasi SIPADU, aplikasi ini mulai dirancang pada tahun 2021 

melalui berbagai tahapan penyesuaian dengan kebutuhan dari pemerintah maupun 

masyarakat desa. Setahun setelah tahap penyesuaian yaitu pada tahun 2022, SIPADU 

mulai terealisasikan. Hingga saat ini aplikasi ini belum mengalami peningkatan yang 

signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa adopsi aplikasi SIPADU di Desa Dangin Puri 

Kangin cenderung lambat sehingga belum dapat berfungsi secara maksimal. 

Proses cepat atau lambatnya adopsi aplikasi SIPADU dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang IT sehingga 

mempengaruhi proses adopsi aplikasi SIPADU. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian dari Putu et al. (2025), keterbatasan sumber daya manusia dibidang teknologi 

informasi di Desa Dangin Puri Kangin khususnya yang menangani operasional aplikasi 

SIPADU, menjadi kendala utama dalam implementasinya. Beban kerja pegawai yang 

tinggi serta masih terbatasnya pemahaman teknis, sehingga hal ini menghambat proses 

adopsi aplikasi SIPADU.  
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Sistem Sosial 

Proses adopsi suatu inovasi tidak terlepas dari adanya sistem sosial dan budaya dari 

masyarakat desa itu sendiri. Dikutip dari Rosliana (2025), menyebutkan bahwa sistem 

sosial merujuk pada sekumpulan unit sosial yang berinteraksi, dimana setiap komponen 

memiliki peran tertentu dan bersama-sama membentuk dinamika dalam keseluruhan 

sistem. Dalam proses adopsi aplikasi SIPADU, Kepala Desa Dangin Puri Kangin sebagai 

innovator mulai mengembangkan aplikasi tersebut untuk kebutuhan pelayanan 

masyarakatnya. Lalu masyarakat sebagai adaptor yang mengadopsi aplikasi SIPADU 

secara bertahap sesuai dengan perencanaan dari Pemerintah Desa.  

Selama bertahun-tahun masyarakat Desa Dangin Puri Kangin terbiasa melakukan 

layanan administrasi secara konvensional dengan tatap muka, hal ini juga dikarenakan 

letak kantor desa dan pemukiman warga cenderung jaraknya berdekatan. Sehingga 

masyarakat lebih memilih untuk melakukan layanan secara langsung dibandingkan 

menggunakan layanan digital yang mengharuskan masyarakat untuk mendowload 

aplikasi terlebih dahulu. Keterbatasan dalam aplikasi ini yaitu hanya bisa digunakan oleh 

masyarakat yang memang tinggal dan menetap di Desa Dangin Puri Kangin, masyarakat 

umum belum bisa mengakses aplikasi SIPADU. Selain hal tersebut, kekurangan aplikasi 

SIPADU yaitu keterlambatan dalam pembaruan kanal berita serta minimnya penyajian 

data dalam bentuk grafik, sehingga informasi yang disampaikan belum dipahami secara 

cepat (Putu et al., 2025).  Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna aplikasi 

SIPADU yang menyebutkan bahwa masyarakat lebih memilih layanan digital yang 

berbasis website dikarenakan tidak perlu lagi mendownload aplikasi sehingga dirasa lebih 

efisien dan efektif. 

 

Kesimpulan 
Implementasi SIPADU sebagai inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi di Desa 

Dangin Puri Kangin merepresentasikan upaya transformasi administrasi yang lahir karena 

adanya pandemi Covid-19. Ditinjau melalui teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers, 

SIPADU telah memenuhi karakteristik inovasi dari sisi keungulan relatif, kompatibilitas 

dengan kebutuhan lokal, kemudahan penggunaan serta dukungan komunikasi yang 

beragam. Namun, temuan dalam penelitian ini yaitu proses difusi inovasi di tingkat desa 

tidak berlangsung secara maksimal atau belum menuju adopsi penuh. Penggunaan 

aplikasi SIPADU mengalami dinamika seiring berjalannya waktu, karena ada beberapa 

administrasi yang harus tetap dilakukan secara langsung di kantor desa. 
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